
  

 
 

 
 
 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
 

 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

NOMOR  690 TAHUN 2024 

TENTANG 
PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN 

 AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 

(4)   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2024 tentang  Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, 

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat 

Daya menetapkan Pemilihan Kantor Akuntan Publik 

untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 

Tahun 2024;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada   huruf a perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat 

Daya tentang Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk 

melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 

2024. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor  5656)  sebagaimana  telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran 

Aceh Tahun 2016 Nomor 15)  sebagaimana telah 

diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024  
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Nomor 60); 

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 

7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 

2024; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2024 tentang  Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569); 

 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno tertutup Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 161 

/PL.02.5-BA/1112/2024 Tentang  Pelaksanaan 

Verifikasi Kantor Akuntan Publik untuk Tahapan Audit 

Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati  Aceh Barat Daya Tahun 2024. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMILIHAN 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT 

DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 

KESATU 

 
 
 
 
 
 

: 

 
 
 
 
 
 

Menetapkan Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk 

melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Dalam hal Pemilihan Kantor Akuntan Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai 

mana Pemeriksa Laporan Dana Kampanye Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 

2024, Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaran 

untuk melakukan AudiT Dana Kampanye yaitu : 

- Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum. 

- Kantor Akuntan Publik Prakarsa Hanum Yudhistiro. 

- Kantor Akuntan Publik Widianto dan Sumbogo. 
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KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA KIP Aceh Barat Daya melakukan 

Verifikasi secara langsung ke Kantor Akuntan Publik 

untuk memastikan Dokumen dan hal lainnya yang 

diperlukan. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal 22 Novemver 2024 

 
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN                                    

 
 
 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
   
     
                                                          
 ttd
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